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a bahw: dengan telsh dibentuknya Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang-undang
Nomor 14 Tshun 1999, maka untuk kelancaran penyeclenggaraan pemerintshan dibidang
pekerja:n umum secera berdaya guna dan berhasil guna, meka perlu dibentuk susunan
organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil .

b bahwa untuk maksud tersebul, perlu ditetapkan dengan suaty Peraturan Daerah

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimews
Acei,

2.  Uncang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1574
Nomor 65, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3.  Undang-undang Nomor 13 Tahu:- * &0, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1974
Nov wr 83, Tambahan Lembaran .vv 3 Nomor 3046),

4, Ut ng-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran
Neg ra Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469),

5 Undeng-undang Nomor 24 Tehun 1¢72, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun
1992 Momor 115, Tambahan Le ..saran Negara Nomor 3501),

6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kebupaten Daerah Tingkat
I Aceh Singkil;

7. Undang-undeng Nomor 22 Tahun |999 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomar 3037);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lemnbaran Negara
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Talun 1982 tenlang Irigasi (Lembaran Negara Tahun

1222 Nomer 38, Tambahan Lem=- ira Nomor 3226);
10. Pe. i iran Pemerintah Nomor 26 1a... 85 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985
.+ 137, Tambahan Lembaran Negu.. .vomor 3293),

11. Per ran Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahian Sebagian Urusan
Pcr rintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987
Nou, - 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353),

12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalien Pencemaran Arxr
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409),



iw)t Pemerimall Nomer 35 Talurs 1991 tentang Rawa (Lembaran hegars Tu i
Hemor 33, Tambahan Lembarau 1Negara Nomor 3441 );

14 i ran emerintah Nomor 35 Talnm 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahm
194 Momer 44, Tambahan Lembaran iegara Nomor 3445);

15 TPers@wan Pemerintah Nomor 45 Talum 1992 ientang Penyel enggar aan Otoirond Daesth
dengan Titik Beral Pada Daer ol Tingkat T (Lembaran Negara Tabun 1992 Nomr 7.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487); .

16, ¥epuiusan Presiden Nownor 44 Tadnw 1974 tentang Pokok Organisast Deparismen:

17, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahm 1984 tenlang Susunan Organisas Departen=in
sebagyimany telalt diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Talnm 195-);

18 7 erdtoran Menteil Dalam Neperi Nowaor 1 Tahun 1987 tentaiiz Pernverslian Prasarans
sreckungan Uulitas Unum dan Fa: Litas Sosdal Perumshau Fepada Pemerinil
' ah;

1% ‘ian Menler Pekerjaan Umn. “fomor 58/PRT/1991 temtang Pelaksamann
stahan Sebagtan Urusan Peme  iihan & Bidang Pekerjaan Utum Eepada
rigtal Tingkat I dan Pemeriatah gkt IG

20. *w Mentest Pekerjaan Uoaim Noinor S&/PRT/1991 tentang Penyelenggaruzn
7 1.aan Teknis dan Pengrwasan "Ceknis Didang Pekerjuan Uum Fepada Dinas
Deserjamm Uimetr,

21 kepulusan Menterd Dalam Negeri Mamor 39 Tahun 1992 testang Pola Organssasi
Dinag Daeraly,

22 Kepitsan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata
Terja Departemen Dalamn Negeri;

23. J.eputusan Mentai Dalam Negen Nomor 97 Tahun 1993 tenlang Orginisasi
Temerirtall Daeral dar Wilayii, )

24 putusan Mented Dalam Negerd Nomor 80 Tahun 1994 terrtang Organisasi dan Tata

v Dinas Linglup Pekerjaan Umum  weraly
Dengan Perseti:jr u
Ik N PERRWAIGLAN RAKYATD: A ACEH SINGXKIT,
MEMUTUSKAN
r4an 0 PERATURAN DAYXRAH ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KADBUPATEN ACEIL
SINGISTL
Bag?
eleytusn
Fas:n
Tinl craiwran Daerahini vang dimaks igan;
1. aliadalah Eabupaten Aceh Sty
b P ilahan Daerah adatal, Pemertiiaii:a Kabupaten Acch Singkil.
¢ o st sdalah Bupali Aceh s nglat
Jo Pewnn Perwakilan Ratval Dasihoadalsh Dewan Pewakilan Raavai Daevah
Fabunaten Acelt Singhil,
¢ Dinas Pekerjaan Uinuin adaiuh Dinas “ekegjaan Umum Kabupaten Acch Singhil,
1.

ilepala Muas adulah Kepata Dinas T ckevjuan Umuam Kabupaten Aceh Singkd),



BAR IT
Baglan Pertam:
Kedudukan, Tngas Pokok dan Fangsl
Pasal 2

(1) 135 Pekerjasn Utnun adalah unsit  neloksana Pemerintah Dacrah & Bidang
ixrjaan Umam.

(2} Duns Pekerjaan Umum dipimpin oleh Fepala Dinas, yang berzda di bawal dan
bertapggung jaw 2b kepada Bupali.

Pasal 3

Dimas Pekerjaan Umum Daergh mempunvai tugas memnyel engearakan sebagian urusan
rumoh tangga Daerah dan tngas pembanti  diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daci :h Propinsi d bidang Pekerjaas Unmun.

Pasal 4

Uniuk  riyelenggarakan tuges sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pekerjaan

Umniin 1 serah mempunyai fongsl -

2. Perumusan, perencenaan kebijaksanaan telnis pembangunan, pengelolasn, pembinaan
umum, pemberian bimbingan rerta perizinan sesuai dengan kebijakeanasn Yang
ditetapkan Bupati, ]

b. Pergawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan wmum semuai dengsn

kebijaksanaan yang ditetapkan ol oh Bupati Pengelolaan Tata Usaha Dinas.

Pengela agn Tate Usaha Dinas. :

d. Pengelolzan Cabang Dines dan Unit Pel aksana Teknis Dinas.

o

Baglan Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 5

(1). Suswaan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah terdiri dari :

Kepzala Dinga.

Sub Bagian Tata Usaha.

Seksi Pengairan

Selsi Bina Marga.

Sekri Cipta Karya,

Cabang Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dings (UPTD)
h. Kel ompok Jabatan Fungsional.

{2). B a0 Susupap Organisasi Dinas Pekerjzan Umum Daersh, adalah sebagaimam
et suluin pada lampiran Keputssrn ini.

mmeAnDe



Paragiaf Pe,tama
S Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Sub bagian ‘Tata Usalia mempunyai fugag melaksanaka wusan unuan pencanaan,
kepegawaian latalaksana keuvangan dan umm.

I'asal 7
Untuk melakeanakan ngas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai fimgsi :
2, 1 ryneunan rencana, program dan pel  ran serta ketatalaksanaan

b -lolaan adninistrasi kepegaw. . keuangan, periengkapan, rumah tangea,
¢ cynsinan progran, dokumentas dai Sustakaan
c. . ajian data dan informasi, hubur:  masyarakat, evaluasi dan penyelengearaan
ur nfarisasi.
Pasal 8

Sub Bagian Tata Ussha terdiri dari -
2. Urusan Perencanaan dan Program
b. Urusan Kepegawaian

¢. Urusan Umun

Fasal &

(1} ! =an Perencaman dan Progra mpunyal ugas melaksanakan  penyusunan
pe. ncanasnm, program dings, dol. uo i, kepustakaan, pemyajian data, informasi,
hwluogan masyarakat, pemantauan dan evaluasi mgas dinas dan invemarisas

{2) Urusan Kepegawaian mempumyai tugas melaksanakan pengelolsan administrasi
kepegawaian, organisasi dan tataloksana,

(3). Unwsan Umumn - mempunyai tugas melaksanakan urusan surat memywrat, kearsipan,
ekspedisi. penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dings, peralatan dan
periengkapankantor  serts pengelolasn administrasi  kevangan vang meliput
penyusunan anggaran. pembukuan dan pertanggung jawabun dan laporan kenangan.

Paragra Keuou,
Secksi Pengahran
Pasal 10

Seka 1 waiian mempunyai tugas melaksanakan Sebagian Tugas Dings Pekerjaan Umum
Daeral wbidang Pengairan

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimama dimaksud pada Pasal 10, Seksi Pengairan
mempurai fimgsi



3. Penyusman perencanaan lelnis, program pembinaan dan bimbingan telmis dibidang
pengairan.

b. Pengawasan, pengendalian pelaksansan pembangunan rehabilitasi peningkatan dan
pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan.

¢. Pengelolaan petizinan, pengamanin r2manfaatan air pertnukaan dap atau swmber air
seria rekomendasi perizinan penam: .- bahan galian polongan C pada glur sungai.
DPenangpulangan bencana banjir s2ncana alam iainnya serta usaha-usaha
nergendalian eros dibidang tekuik

e. " nuunpulan dan pengelolaan data sert» «claporan dibidang pengairan,

Pasal 12

Seksi Pengairan terditi dari :
1. Sub Seksi Pembengunan.
b. Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan
c. Sub Seksi Bina Manfaat,

Tasal 17

(1). © b Seksi Pembanguhan meiga tueas melaksanakan survey, investigasi,
uctamn, rencana tekmg dan prog . pelaksanaan, pengawasan pengendalian,
inksanaan pembangunan, peningkar  serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai,

“4 dan pantai. .

(2). 5 " Scksi Operas dan Pemeliharas: empunayi tugas melaksanakan pembinaan,
puigawasan, pengendalian kegiatan on:rasi, pemeliharpan pengairan, menyususn
inventarisasi bangnnan pengaitan, po.gumpulan data, penglitian pengpunaan air
perrikaan dan sumber air, pengelolaan hidrologi, pengawasan dan pengendalian
kwalitag air permukean, penanpgulansun akibat bencana alam serta pengelolasn
penerapan JPATR.

(3). Sub Seksi Bina Manfaat mempumy: * gas melaksanakan pembinaan pengawasan
pengendalian, pengembangam, peni: aatan, rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan,
irigasi air fanah dan jaringan ter: 1|, admimistrasi, pengawasan perizinan air
rermukaan dan sumber air, rekome:...si perizinan dan pengawasan pertambangan
i than galion golongan C pada alur 5. 1, pelatihan sertn penyuluban pengairan

Paragraf Ketiga
Selisi Dina Marga
Pasal 14

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanikan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum
Daerah dibidang Bina Marga.

Posal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pawal 14, Seka Bims Mz zx
mem) v fimgsi



4. Penyusunan rencona teknis, program pembinaan dan bimbingan tekms dibidang Bina
Marga.

Tengawasan, pengendatian dan pel aksanaan pekerjaan Bina Marga

: “rizinan dan pengawasan, penanfaatan jalan beserta utilitasya

d 7 oigzentangan jalan dan jembatan akibat bencana alam

«mpulan data dan pelaporan dibidang Bina Marga

[ =n

L]

Pasal 16

Seksi Biua Marga terdiri dari :

2. Sub Seksi Perencanzan Tekiis.

b Sub Seksi Pembaneunan Jalan dan Jembatan,
¢. Sub Seksi Pemeliharaan Falan dan Jembatan

Pasal 17

(1) Sub Seksi Perencanaan Telnis mempunyai lugas melaksanzkan perencanaan teknis,
| ngumpulan data, penelitian, survey, mindal, leger jalan, evaluasi dan pemantauan
mpak gerta manfaat prasaram fisk jalan dan repcam pengembangan dibidang

g Marga.

(2) b Seksi Pembangiman Jalan den Jembatan mempunyai tugas melaksauakan
p- hinaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan pembongunan serta pelgeantian
jalan dan jembatan

(3). Sub Seksi Pemelibaraan Jalan dan Jembatan mempuyai tugas tnefaksanakan
pembinaan, pengawasan. pengendalian, kegiatan pemeliharaan jalan dac jembatan,
pomanfaatan perizinan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana
alam.

Paragral Kecmpaf
Seks! QptaKarya
Pasal i5

Seksi  ta Karya mempunyai twgas melzk« iukan sebagian tugas Dinas Pekeryaan Umum
Daer.. sbidang Cipta Karyn.

Pasal 19

Untuk mesyelenggarakan tugas sebagaimam dimaksud pada Pasal 18, Seksi Cita Eana

mempumyai fimgsi :

3. Menyusun, menetapkan rencana penetapan ruang dan rencana teknis dibidang Cita
Farya.
I'zngel olaan pedung-gedung pemerintah dan rumah dims.

¢. DPenizinan bangunan dan pengendalian pelakssnaan pembangunan dibidang Cipta
Leryn

d. P punpulan data dan pelaporan bidang Cipta Karya.



Pasal 20

Seksi Cipta Karya terdiri dari ;

4 Sub Seksi Tata Ruang;

b.  Sub Seksi Bangunan,

. 51" Seksi Perumahan dan Peychal ., " ingkungan,

Pasal 2~

(1), Sub Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakzn permyusunan penataan ruang
kota dan daersh, program pembengunan dibidang Cipta Karya, pengawasen,
pemantauan, evaluasi serta perizinen dan pengendalian pemanfaatan ruang

(2). Sub Seksi Banguman mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, bantuan teknik,
pergawasan pembangunan bangunan gedung negara dan baggunan unmm seria
pengaturan dan pengendalian perizinan bangunan

() Sub Seksi Perumahan dan Pemyehatan Lingkungan mempuryai {ugas melaksanakan
perencanaan, pembimaan, pengawasan, pengendalian, pemyuluhan pembangunan
perumahan, pemyehatan  lingkwmgar, pemantaven, covalussi  dan pelaporan

~embangan sgrana dan prasarana p. yehatan lingkungan penwkiman, keberghan,
‘lamanan gerta pemakoman,

Paragral Kelim=z
Cabang Dinas
Pasal 22

(1) Pads Dinan Pokerjoon Dinum Daerah dapat i bentudk sty stau Le itly Cnbang Dinas.
(2) Pembettubun Cabiatlg Dinas sebagaimans dimakend pads wval (1) panal ing, ditetapkan
besdianrlan kelumshian dinos sesuai kriteria viung ditstuplon Mo | ilam Negeri.

Paragraf Keenain
Unit Pelalisana Tel 'is
Pasal 23

(1) Pudi Organisasi Dinas Pekerjaan Unum Daerah dapat dibentuk satu atau lebih Unit
Pelak Lutia Teknis Dinag

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan
dinas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Ketujuh
Kelompak Jabatan Fungsional
Pasal 24

Kelojynk Jabatan Fingsional mempunya. tgas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pek: v Urmim Daerah sesuai dengan keah! n dan kebutuhan,



DA 1)
Progangkatmm Daiam Jabatan
Pasal 25

(1) i. ala Dinas Pekerjaan Umum Daerah dangkal dan diberhentikan oleh Guberiur
. ula Daerah alas usul Bupad Kcpala Daerali dengan mandapat pertimbangan
K¢y :la Kantor Wilayal Departemen Pekerjasn Umum

(2} Kepala Unit Pelakeans Teknis Dinas Pekerjsan Unmum diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati Kepals Daerah u-s usul Kepala Dinas Pekerjaan Unmum Daerah.

(3) Kepala Cabang Dinas Pekegaan Unnen Daerah diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Diuas Pekerjaan Ummun Daerals.

BAB IV

Tafta Ker|a

Pasal ~ =
snnimn fugas Dinas Pokerjaen Unmmmn Daeraly Uist Felakeaik Tela s Dinn
lntintan Fimsstopal dop Calane Dipas Py sl Thmwn Damale whaiil

meic:  on prinsip koordimasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan figas nmsing
masing

Pasal 27

(1} Kepsla Dims Pekerjaan Umun Daerah melaksanakan tugasmyn  herdasarkan
kebij aksanaan yang ditetapkan oleh Gubermar Kepala Daerah,

(2)  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah di wajibkan memberikan pebmjuk, membina,
membinbing dan mengawas pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang
berada dalam lingkungan dinasmyn

BAB YV
Kelentuan Laln-lain
FPasal 28

Pejubat yung memimpin satmn organisasi kelatausahaan Dinas Pekerjaan Umam Daerah,
sehari-hait digebut Sekretaris

Pasai 29

Perubalun organisast dan tata kerja Dinas Pekerjasn Unmm Daeral, dilakukan bila ada
kKetznhuan Jebih lanjut dari Pemenulall Proping Daerah ktimewa Aceh dan oleh Menteti
Dalwiny Negen

Pasal 30

Dalan: ha} lertentu, Kepala Dinas tidak dspat menjalankan tugasmya karena berhalangan,
Kepii' DNinas dapat menurjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala
Seksi v fertua dan tertingei pangkatya mewakili Kepala Dinas dengan persetyjuan
Bupali i. jiula Daerah.



BAB VI
Ketentumn Peralihan
Pasal 31

Untuk melaksanakan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I di Daerah
dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Uraum Dacrah berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pasai 32

Kriteria pembentukan Cabang Dinas Pek rjaan Umum Dacrah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
ditetap} ar. oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah .oi, maka peraturan/ketentuan lain yang berfentangan
dmganPeraturmDaerahi:ﬁdinyaukmﬁdakbemkulagi.

BAB VI
Ketentuan Penutup
Pasa' 34

Hal-hal lzin yang bolum diatur dalam Pe- wuran Dacrah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya
akan dihr lebih lanjut dengan Keputv  a Bupati Kepala Dacrah.

Pasal 35
Peraturar Daerah ini mulai berlaku pad+ tanggal diundangkan. .
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